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PENDAHULUAN 

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undan g Dasar 1945, bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terakandung di dalamnya dikuasainya oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebcsar-besur kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan ha! 

tersebut maka dibangunlah perekonomian nasional yang diselenggarakan 

bcrdusarkan alas dcmokrasi ckonomi dcn gan prinsip kcbersamaan, cfisicnsi, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lin gkungan, kemandirian, serta dengan 

monjuga ke sei mbangan kcmajuan don kesuluun ckonomi nasional. 

Untuk mewujudkan hal terse bu t, maka pcmbangunan nasional di bidong 

sumbcr daya alam dan lingkungan hidup pada dasamya mcrupakan upaya unluk 

mendayagunakan sumber daya alam untuk sebcsnr-besarnya kemakmW1lll rakyat 

dengan memperhatikan kelistrikan fungsi dan keseimbWJgan lingkungan hidup, 

pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ckonomi don budaya masyarakat 

lokal, serta penataan ruang. 

Sebuah perusahaan memang tidak pcmah sepcnuhnya bisa mengontrol 

kebocoran akibat kecurangan. Dan perusahaan yang sedang mcmbangun citra 

korporasinya itu, tiap kecurangan merupakan cacat yang nantinya sulit 

disembuhkan. Pcnc urian bcrupa pencatolan ke jaringan PT. PLN (Perscro) 

merupakan rangkaian kejahatan yang sering dilakukan masyarakat pelanggan. Satu 

-

\ UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

kerugian yang tidak cuma menganggu citra perusahaan, tetapi juga sebuah 

manipulasi dalam angka rupiah yang sangat besar. Perilaku yang kurang baik ini, 

sebetulnya bukan saja merugikan PT. PLN (Pcrsero) sebagai pemasok listrik. 

Tetapi juga mcrugikan pelanggan lainnya secara langsung. Misalnya, di satu 

wilayah terjadi penurunan tegangan. Akibatnya para pelanggan yang tidak berdosa 

sering mcngeluh, karcna peralaan listrik tidak berfungsi dengan baik. 

Di sisi yang lain tcrlihat keberadaan Undang-undang kctenagalistrikan No. 

15 Tahun 1985 tidak lagi sesuai dengan kemajuan tcknologi dan kebutuhan listrik. 

Karena Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2002 tcntang Kctcnagalistrikan. Karena Pasal 16, Pasal 17 ayat 3, dan Pasal 68 

undang-undang terscbut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1 

Tanpa ada undang-undang yang mcnaunginya maka Tanpa sadar pelanggan 

langsung menunjuk PT. PLN (Persero) sebagai biang keladi. Pelayanan dianggap 

brengsek. Satu tuduhan yang sebenarnya tidak pada tempatnya marnpir di kantor 

PT. PLN (Persero). Disinilah citra PT. PLN (Pcrsero) mcnjadi taruhan. Lembaga 

ini mcnjadi sasaron kclubun yang tak semuanya akibatjclcknya pelayanan. 

Tiap pencurian listrik dapat membawu si pclaku kc mcja hijau. Perangkat 

hukum yang ada saat ini sctiap saat siap membawa si pelaku pencurian 

listrik/manipulasi angka pemakaian Kilo Watt Hour (kWH) listrik kc sidang pida-

1 Uardiv Harris Si1umeang. l'ermasalahan Strategis l'LN, Percncanaan PLN, Mare« 2003. 
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